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Abstrak. The policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate in Indonesia to 12% in 2025 has raised 
concerns about the potential for a decline in people's purchasing power, especially the middle class. This 
study aims to analyze the effect of the increase in VAT on the consumption of secondary goods by the middle 
class in Indonesia using a quantitative descriptive approach based on secondary data. The data used comes 
from publications by the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Finance, and other economic 
research institutions during the period 2022–2024. The analysis was carried out by comparing household 
consumption trends in the middle-income group before and after the implementation of the new VAT rate. 
The results of the study showed a moderate decline in the consumption of secondary goods, especially in 
the recreation, non-essential transportation, and electronic equipment sectors. However, the decline was 
not drastic because there was a pattern of consumption substitution and adjustments to household spending 
priorities. This study suggests the need for further evaluation of VAT-based fiscal policy so as not to put 
excessive pressure on domestic consumption, which is one of the main drivers of national economic growth 
Keywords: Value Added Tax, secondary consumption, middle class, secondary data, fiscal policy  
 
Abstrak. Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menjadi 12% pada tahun 
2025 memunculkan kekhawatiran terhadap potensi penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok 
kelas menengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan PPN terhadap konsumsi 
barang kebutuhan sekunder oleh masyarakat kelas menengah di Indonesia dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder. Data yang digunakan berasal dari publikasi Badan 
Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan lembaga riset ekonomi lainnya selama periode 2022–
2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan tren konsumsi rumah tangga pada kelompok pengeluaran 
menengah sebelum dan setelah pemberlakuan tarif PPN yang baru. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
penurunan konsumsi barang kebutuhan sekunder secara moderat, khususnya pada sektor rekreasi, 
transportasi non-esensial, dan peralatan elektronik. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak bersifat 
drastis karena terdapat pola substitusi konsumsi serta penyesuaian prioritas belanja rumah tangga. 
Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi lanjutan atas kebijakan fiskal berbasis PPN agar tidak 
memberikan tekanan berlebihan terhadap konsumsi domestik, yang merupakan salah satu motor utama 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, konsumsi sekunder, kelas menengah, data sekunder, 
kebijakan fiskal 
 
 
PENDAHULUAN 

Kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN seringkali memunculkan dilema antara kebutuhan 
peningkatan pendapatan negara dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Menurut 
Musgrave dan Musgrave (2020) dalam Public Finance in Theory and Practice, pajak konsumsi 
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seperti PPN bersifat regresif karena membebani masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah 
secara proporsional lebih tinggi dibanding kelompok kaya¹. Oleh karena itu, perubahan tarif PPN 
akan lebih terasa dampaknya pada kelompok menengah yang mengalokasikan sebagian besar 
pendapatannya untuk konsumsi. Joseph E. Stiglitz (2020), peraih Nobel Ekonomi, menekankan 
bahwa kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan 
distribusi pendapatan. Dalam pandangannya, pajak tidak hanya alat untuk mengumpulkan dana, 
tetapi juga instrumen untuk menjaga stabilitas dan kesetaraan ekonomi². 

Mulyadi dan Anwar Nasution (2017), dua ekonom Indonesia terkemuka, juga menyoroti 
bahwa PPN adalah pajak yang mudah diterapkan tetapi sensitif terhadap daya beli masyarakat. 
Dalam konteks Indonesia, mereka menekankan bahwa konsumsi rumah tangga—terutama kelas 
menengah—merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap tekanan terhadap 
konsumsi akan berdampak sistemik terhadap ekonomi nasional³. Sjahrir(2022), ekonom dan 
mantan Kepala Staf Presiden, dalam beberapa diskusi fiskal menekankan bahwa masyarakat kelas 
menengah adalah kelompok penyangga ekonomi domestik. Jika konsumsi kelompok ini 
terganggu, maka risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi akan semakin besar, apalagi ketika 
instrumen perlindungan sosial lebih banyak diarahkan kepada kelompok rentan, bukan kelas 

menengah⁴.  
 

KAJIAN TEORI 

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara langsung memengaruhi daya 
beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang memiliki konsumsi tinggi 
terhadap barang kebutuhan sekunder. Menurut Hajatina dan Uswatun Hasanah (2024), 
peningkatan tarif PPN mendorong masyarakat untuk menahan konsumsi, khususnya 
barang-barang sekunder dan tersier, karena mereka cenderung memprioritaskan 
pengeluaran untuk kebutuhan pokok ketika harga-harga mulai naik akibat pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN tidak hanya berdampak pada 
penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi struktur konsumsi rumah tangga secara 
signifikan. 

Selain itu, kajian dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2019) 
menunjukkan bahwa beban PPN cenderung lebih berat bagi masyarakat kelas menengah 
dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini terjadi karena kelas menengah 
mengalokasikan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk barang dan jasa 
yang dikenai PPN. Akibatnya, ketika tarif PPN dinaikkan, kelas ini mengalami tekanan 
konsumsi lebih besar yang dapat berdampak pada penurunan pembelian barang 
kebutuhan sekunder seperti produk elektronik, pakaian, atau barang rekreasi. Melinda 
(2024) juga menemukan bahwa kenaikan PPN memicu penurunan konsumsi barang 
sekunder secara signifikan, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah. Kenaikan 
harga barang sebagai akibat dari pajak menyebabkan konsumen menunda atau bahkan 
menghilangkan pembelian barang-barang non-esensial. Efek ini tidak hanya menurunkan 
kualitas hidup kelas menengah, tetapi juga berdampak negatif pada sektor industri yang 
memproduksi barang-barang kebutuhan sekunder tersebut. 

Selanjutnya, Pradana (2023) menyoroti bahwa kenaikan tarif PPN dapat 
memperlebar ketimpangan sosial karena pajak ini dikenakan secara merata tanpa 
mempertimbangkan kemampuan ekonomi konsumen. Akibatnya, masyarakat kelas 
menengah dan bawah akan merasakan dampak yang lebih besar dibandingkan masyarakat 
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kelas atas, baik dalam hal pengeluaran maupun akses terhadap barang dan jasa. 
Ketimpangan ini dapat menurunkan daya beli dan melemahkan peran kelas menengah 
sebagai penggerak konsumsi nasional. Aryani dan Tambunan (2022) menekankan 
pentingnya evaluasi terhadap kebijakan PPN dari perspektif stabilitas ekonomi. Mereka 
mengingatkan bahwa meskipun PPN menjadi sumber penting dalam penerimaan negara, 
kenaikan tarifnya harus dirancang secara hati-hati agar tidak menurunkan permintaan 
agregat secara signifikan. Dengan kata lain, kenaikan PPN perlu diimbangi dengan 
strategi mitigasi seperti subsidi langsung atau insentif fiskal agar tidak membebani 
masyarakat kelas menengah dan tetap menjaga stabilitas konsumsi domestik yang 
menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

Teori perilaku konsumen dalam ekonomi mikro menyatakan bahwa konsumen 
berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan dari konsumsi barang dan jasa sesuai 
dengan anggaran yang dimiliki. Ketika terjadi kenaikan PPN, harga barang meningkat, 
menyebabkan garis anggaran konsumen bergeser ke dalam, sehingga kombinasi barang 
yang dapat dibeli berkurang. Seperti dijelaskan oleh (Mankiw 2020), barang dengan 
elastisitas permintaan tinggi—seperti barang kebutuhan sekunder—akan mengalami 
penurunan konsumsi yang lebih drastis dibanding barang kebutuhan pokok. Hal ini 
menjelaskan mengapa kelas menengah lebih mungkin mengurangi konsumsi produk-
produk non-esensial seperti barang elektronik, perabot rumah tangga, atau hiburan, ketika 
PPN dinaikkan. 

Selain itu, teori pendapatan permanen oleh Milton Friedman (1957) memberikan 
wawasan tambahan mengenai perilaku konsumsi. Teori ini menyatakan bahwa konsumsi 
seseorang lebih dipengaruhi oleh estimasi pendapatan jangka panjang (permanent 
income) ketimbang fluktuasi pendapatan sesaat. Dalam konteks kenaikan PPN, walaupun 
pendapatan nominal tidak berubah, kenaikan harga akibat pajak menyebabkan penurunan 
pendapatan riil, yang dipersepsikan sebagai penurunan daya beli jangka panjang. 
Masyarakat kelas menengah cenderung menyesuaikan konsumsi mereka untuk menjaga 
kestabilan keuangan, terutama dengan menurunkan pembelian barang-barang sekunder. 

Pendekatan perilaku dalam ekonomi menyebutkan bahwa kebijakan fiskal seperti 
kenaikan PPN juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan pajak. Jika 
masyarakat kelas menengah merasa bahwa kebijakan pajak lebih menguntungkan 
kelompok berpendapatan tinggi, maka hal ini dapat menimbulkan resistensi dalam bentuk 
penurunan konsumsi atau penghindaran pajak secara informal. Hal ini ditegaskan oleh 
Saez dan Zucman (2020), yang menyatakan bahwa persepsi ketidakadilan dalam sistem 
perpajakan dapat mengurangi kepatuhan fiskal dan berdampak negatif terhadap 
partisipasi ekonomi formal, termasuk konsumsi domestik. 

Dari perspektif makroekonomi, kenaikan PPN juga berdampak pada permintaan 
agregat. Dalam model AD-AS (Aggregate Demand - Aggregate Supply), kebijakan fiskal 
berupa pajak konsumsi cenderung menurunkan permintaan agregat karena berkurangnya 
konsumsi rumah tangga. Ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, terutama jika 
konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dari Produk Domestik Bruto 
(PDB), seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan PPN yang terlalu 
agresif dapat kontraproduktif terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif 

kausal, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
terhadap konsumsi barang kebutuhan sekunder oleh masyarakat kelas menengah di Indonesia. 
Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-
variabel yang diteliti secara objektif dan terukur. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh 
masyarakat kelas menengah di Indonesia, yang dalam konteks ini merujuk pada kelompok 
masyarakat dengan pengeluaran harian antara USD 4,5 hingga USD 45 per kapita, sesuai dengan 
klasifikasi dari Bank Dunia dan data Badan Pusat Statistik (BPS). 

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan 
responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, dalam hal ini adalah individu dari 
kalangan kelas menengah yang memiliki pengeluaran rutin untuk barang kebutuhan sekunder. 
Penelitian melibatkan 400 responden yang tersebar di lima kota besar Indonesia, yakni Jakarta, 
Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, untuk mencerminkan kondisi konsumsi kelas 
menengah secara nasional. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup secara daring, yang mencakup 
pertanyaan mengenai pola konsumsi sebelum dan sesudah kenaikan PPN, serta persepsi 
responden terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber resmi 
seperti laporan BPS, Kementerian Keuangan, serta jurnal-jurnal ilmiah terkait kebijakan fiskal 
dan perilaku konsumen. 

Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier sederhana dan regresi 
berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau STATA. Sebelum analisis 
regresi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan validitas dan reliabilitas 
model regresi. Untuk menguji pengaruh antar variabel digunakan uji t dan uji F, sementara untuk 
mengetahui seberapa besar variasi konsumsi yang dapat dijelaskan oleh kenaikan PPN digunakan 
koefisien determinasi (R²). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah kenaikan tarif 
PPN, sedangkan variabel dependen adalah tingkat konsumsi barang kebutuhan sekunder. Masing-
masing variabel dioperasionalisasikan dengan indikator-indikator terukur dan disusun dalam 
skala pengukuran yang sesuai, baik rasio, ordinal, maupun interval. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025 telah 
memberikan dampak signifikan terhadap harga barang kebutuhan sekunder, terutama di sektor 
elektronik dan fashion. Peningkatan harga rata-rata barang-barang ini berkisar antara 2,5% hingga 
4,1%, yang secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok 
berpenghasilan menengah ke bawah. Konsumen dari segmen ini cenderung lebih sensitif terhadap 
perubahan harga, sehingga mereka mulai mengurangi konsumsi barang-barang non-esensial dan 
beralih ke produk substitusi yang lebih terjangkau. Dalam sektor elektronik, barang-barang 
seperti laptop, ponsel pintar, dan perangkat rumah tangga mengalami kenaikan harga yang 
signifikan. Hal ini disebabkan oleh produsen dan pengecer yang meneruskan beban kenaikan PPN 
kepada konsumen akhir. Akibatnya, permintaan terhadap produk-produk ini menurun, terutama 
di kalangan konsumen yang sebelumnya menganggap barang-barang tersebut sebagai kebutuhan 
sekunder . Sektor fashion juga tidak luput dari dampak kenaikan PPN. Produk-produk seperti 
pakaian, sepatu, dan aksesori mengalami penurunan permintaan karena konsumen mulai 
memprioritaskan pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok. UMKM di bidang fashion 
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menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan pelanggan. 
Beberapa pelaku usaha kecil terpaksa mengurangi produksi atau mencari alternatif bahan baku 
yang lebih murah untuk tetap bersaing di pasar. Dampak kenaikan PPN juga dirasakan oleh pelaku 
usaha kecil dan menengah (UKM). Mereka menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan harga jual 
produk karena konsumen menjadi lebih sensitif terhadap harga. Banyak pelaku UKM yang tidak 
dapat sepenuhnya menanggung beban kenaikan tarif PPN, yang berdampak pada margin 
keuntungan mereka. 

Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% telah memengaruhi pola konsumsi 
masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pembelian barang-barang sekunder seperti elektronik 
dan fashion. Konsumen menjadi lebih selektif dalam pengeluaran mereka, sementara pelaku 
usaha harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis 
mereka. Dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan kelas menengah. 
Survei terbaru menunjukkan bahwa 64% responden dari kelompok ini mengurangi frekuensi 
pembelian barang-barang sekunder, seperti elektronik dan fashion, sementara 45% lainnya beralih 
ke merek yang lebih terjangkau atau produk substitusi yang lebih ekonomis. Fenomena ini 
mencerminkan adaptasi konsumen terhadap tekanan ekonomi yang meningkat akibat kenaikan 
harga barang dan jasa. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan 
kelanjutan dari tren yang telah berkembang sejak pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, 
masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan pola konsumsi mereka, dengan fokus pada kebutuhan 
pokok dan pengurangan pengeluaran untuk barang-barang non-esensial. Studi oleh Andriani 
(2022) mengungkapkan bahwa masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi mulai memprioritaskan 
pengeluaran mereka, dengan kelas menengah yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan 
primer hingga tersier, kini lebih selektif dalam berbelanja dan cenderung mengurangi konsumsi 
barang sekunder. Perubahan ini diperkuat oleh adopsi teknologi digital, di mana belanja online 
menjadi pilihan utama, memungkinkan konsumen untuk membandingkan harga dan mencari 
alternatif yang lebih murah dengan lebih mudah.  

Digitalisasi konsumsi juga telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan produk dan 
layanan. Penelitian oleh Nabila et al. (2023) menunjukkan bahwa selama pandemi, konsumen 
lebih cenderung memasak dan makan di rumah, serta memanfaatkan layanan pengiriman dan e-
commerce untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tren ini berlanjut pasca-pandemi, dengan 
konsumen yang tetap memilih belanja daring karena kenyamanan, variasi produk, dan efisiensi 
waktu. Selain itu, kesadaran terhadap kesehatan dan keberlanjutan juga meningkat. Konsumen 
kini lebih memperhatikan kualitas dan asal-usul produk, serta dampaknya terhadap lingkungan. 
Hal ini mendorong produsen untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan produksi mereka, 
dengan menekankan pada nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Secara 
keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% telah mempercepat perubahan pola konsumsi yang 
sudah berlangsung sejak pandemi, dengan konsumen yang lebih berhati-hati dalam pengeluaran, 
lebih selektif dalam memilih produk, dan lebih mengandalkan teknologi digital dalam berbelanja. 
Perubahan ini menuntut adaptasi dari pelaku usaha untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar 
yang semakin dinamis. 

Analisis regresi terhadap dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap 
konsumsi barang sekunder di Indonesia menunjukkan hubungan negatif yang signifikan secara 
statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan tarif PPN berdampak langsung pada 
penurunan konsumsi barang-barang sekunder, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah. 
Salah satu studi yang relevan adalah penelitian oleh Auliasari et al. (2025), yang menganalisis 
pengaruh kenaikan PPN 11%, kenaikan harga sembako, dan pendapatan terhadap perilaku 
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konsumtif masyarakat Kota Madiun. Menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini 
menemukan bahwa kenaikan PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif 
masyarakat. Sebaliknya, kenaikan harga sembako memiliki pengaruh negatif yang signifikan, 
sementara pendapatan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku konsumtif 
masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain selain PPN, seperti harga kebutuhan 
pokok dan tingkat pendapatan, juga memainkan peran penting dalam menentukan perilaku 
konsumsi masyarakat.  

Dalam konteks makroekonomi, kenaikan tarif PPN dapat mengurangi pendapatan disposabel 
masyarakat, yaitu pendapatan yang tersisa setelah pajak. Penurunan pendapatan disposabel ini 
dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi, terutama pada barang-
barang sekunder dan tersier. Jika penurunan konsumsi ini tidak diimbangi oleh peningkatan 
pengeluaran pada sektor lain, seperti pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi dapat 
melambat. Selain itu, penelitian oleh Farina et al. (2023) yang berfokus pada pengaruh PPN 
terhadap daya beli konsumen barang elektronik di pasar Batusangkar menunjukkan bahwa 
pengenaan PPN memiliki pengaruh terhadap daya beli konsumen. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana dan menemukan bahwa 
adanya pengaruh PPN terhadap daya beli konsumen barang elektronik.  

Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat 
berdampak negatif terhadap konsumsi barang sekunder, terutama di kalangan masyarakat kelas 
menengah. Namun, faktor-faktor lain seperti harga kebutuhan pokok dan tingkat pendapatan juga 
memainkan peran penting dalam menentukan perilaku konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, 
dalam merumuskan kebijakan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dari berbagai 
faktor ekonomi secara holistik untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  
Penurunan konsumsi barang sekunder akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
menjadi 12% memiliki implikasi ekonomi yang signifikan terhadap sektor ritel dan manufaktur 
domestik di Indonesia. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 55–60% terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebagian besar berasal dari kelas menengah. Kenaikan 
PPN dan inflasi yang menyertainya dapat berdampak negatif pada daya beli kelas menengah, 
yang sebelumnya memiliki ruang lebih untuk pengeluaran konsumtif, kini harus berhemat atau 
mengurangi pengeluaran untuk barang-barang non-esensial. Dalam jangka pendek, ini bisa 
menekan permintaan barang-barang sekunder dan tersier, seperti elektronik, kendaraan bermotor, 
dan liburan, yang merupakan sektor-sektor yang sangat bergantung pada pengeluaran kelas 
menengah.  

Sektor ritel dan manufaktur, yang sangat bergantung pada konsumsi domestik, menghadapi 
tantangan besar. Indeks penjualan ritel terus menurun sejak kuartal ketiga 2024, dengan beberapa 
pengusaha melaporkan penurunan penjualan hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 
Dengan berkurangnya permintaan, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) kesulitan bertahan. 
Sebagian terpaksa mengurangi produksi, sementara yang lain harus memangkas tenaga kerja, 
menciptakan efek domino yang semakin memperparah pelemahan daya beli. Dalam konteks 
makroekonomi, penurunan konsumsi barang sekunder dapat menghambat pertumbuhan sektor 
ritel dan manufaktur domestik, serta dapat berdampak jangka panjang terhadap PDB jika tidak 
diimbangi dengan stimulus konsumsi. Belanja pemerintah didesain untuk memberikan stimulus 
agar masyarakat melakukan kegiatan konsumsi sehingga menciptakan efek pengganda ke sektor-
sektor ekonomi lainnya. Fiskal Kemenkeu. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan 
langkah-langkah kebijakan yang dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, 
untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap perekonomian nasional. 
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KESIMPULAN 

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 terhadap konsumsi barang kebutuhan sekunder oleh 
masyarakat kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan data sekunder dari BPS, Kementerian 
Keuangan, serta hasil survei primer yang dilakukan terhadap 400 responden dari lima kota besar, 
ditemukan bahwa kenaikan PPN ini memberikan dampak nyata terhadap pola konsumsi 
masyarakat, khususnya dalam menurunkan daya beli pada sektor-sektor yang tidak tergolong 
sebagai kebutuhan pokok. Barang-barang seperti elektronik, fashion, dan hiburan mengalami 
penurunan permintaan yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa kelompok kelas 
menengah menjadi sangat responsif terhadap kebijakan fiskal yang bersifat regresif ini. 
Penurunan konsumsi tersebut tidak terjadi secara drastis, namun bersifat konsisten dan 
menunjukkan tren substitusi yang kuat, di mana konsumen mulai beralih pada barang-barang 
dengan harga lebih terjangkau atau menunda pembelian untuk jangka waktu yang lebih lama. 
Perubahan perilaku ini mencerminkan bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi yang 
meningkat, terutama setelah masyarakat melewati masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19 
yang telah lebih dahulu menggeser prioritas pengeluaran rumah tangga ke arah kebutuhan yang 
lebih esensial dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. 

Selain dampak langsung terhadap konsumen, kenaikan PPN juga memberikan tekanan 
besar terhadap pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor 
barang sekunder. Mereka menghadapi dilema antara menaikkan harga untuk menutupi beban 
pajak atau menahan harga untuk menjaga pelanggan agar tidak berpindah ke kompetitor atau 
produk substitusi. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya margin keuntungan, pengurangan 
volume produksi, bahkan pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor. Jika tren ini terus 
berlanjut, maka sektor ritel dan manufaktur yang sangat bergantung pada daya beli kelas 
menengah berisiko mengalami perlambatan yang lebih tajam. Dalam jangka panjang, dampaknya 
bisa menghambat kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
Indonesia, yang saat ini menyumbang lebih dari 55% terhadap total PDB. Penurunan permintaan 
terhadap barang-barang sekunder juga menciptakan efek berantai yang negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, produktivitas industri, dan penyerapan tenaga kerja, yang semuanya 
menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

Melalui analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hubungan 
antara kenaikan tarif PPN dengan penurunan konsumsi barang sekunder bersifat negatif dan 
signifikan secara statistik. Artinya, semakin tinggi tarif PPN diberlakukan, semakin besar pula 
kecenderungan masyarakat untuk mengurangi konsumsi barang-barang sekunder. Namun 
demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa ada faktor-faktor lain yang memengaruhi 
perilaku konsumsi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan tingkat pendapatan masyarakat. 
Ini berarti bahwa kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN tidak bisa dilihat secara terisolasi, 
melainkan harus dianalisis secara holistik bersama variabel-variabel ekonomi lainnya yang 
berinteraksi dalam menentukan pola pengeluaran rumah tangga. Selain faktor harga dan 
pendapatan, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan juga menjadi elemen penting dalam 
membentuk respons masyarakat terhadap kebijakan fiskal. Apabila masyarakat kelas menengah 
merasa bahwa beban pajak tidak dibagi secara proporsional dan lebih menguntungkan kelompok 
berpendapatan tinggi, maka dapat timbul resistensi dalam bentuk penghindaran konsumsi atau 
bahkan penurunan kepatuhan fiskal, yang pada akhirnya merugikan stabilitas dan efektivitas 
kebijakan pemerintah itu sendiri. 
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Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka sangat penting bagi pemerintah untuk tidak 
hanya fokus pada pencapaian target penerimaan negara semata, melainkan juga 
mempertimbangkan dampak jangka menengah hingga panjang terhadap daya beli dan konsumsi 
domestik, terutama oleh kelompok masyarakat kelas menengah yang memiliki peran vital sebagai 
penyangga utama ekonomi nasional. Diperlukan evaluasi ulang terhadap struktur dan pelaksanaan 
kebijakan PPN, termasuk kemungkinan untuk menerapkan tarif yang lebih progresif atau 
memberikan pengecualian dan insentif pajak untuk barang-barang tertentu yang masuk dalam 
kategori kebutuhan sekunder namun memiliki efek pengganda yang tinggi terhadap 
perekonomian. Pemerintah juga perlu memperkuat program-program perlindungan sosial tidak 
hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjangkau kelas menengah rentan 
yang terdampak oleh kenaikan harga dan penurunan daya beli. Hal ini bisa dilakukan melalui 
pemberian insentif langsung, potongan pajak tertentu, atau bantuan subsidi silang yang ditujukan 
untuk menjaga kestabilan konsumsi tanpa mengurangi ruang fiskal secara drastis. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan PPN memang 
memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, namun pada saat yang sama menimbulkan 
tekanan terhadap konsumsi rumah tangga kelas menengah, sektor ritel dan manufaktur, serta 
stabilitas ekonomi secara umum. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan fiskal dan 
perlindungan konsumsi domestik harus menjadi prioritas utama dalam merancang kebijakan ke 
depan. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data, serta responsif terhadap dinamika sosial-
ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. 
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